



A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini sedang pesat, ditandai 
dengan banyaknya bermunculan lembaga keuangan syariah khususnya bank 
syariah di Indonesia yang semakin banyak. Tercatat sampai bulan Agustus 2010 
bank syariah terdiri dari 10 bank umum syariah,  23 bank unit usaha syariah, 146 
BPRS dan 1.624 kantor secara keseluruhan (Muhammad, 2012:9). Sehingga bank 
syariah dapat menjadi alternatif masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan 
perbankan. 
Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang 
usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas 
pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-
prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2008:27). Bank Syairah adalah Bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 
terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU. No. 
21 Tahun 2008:4) Berdasarkan hal tersebut maka bank syariah adalah lembaga 
perbankan yang menjalankan aktivitasnya berasaskan kepada prinsip-prinsip 
syariah. 
Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud disini adalah aturan perjanjian 





atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 
dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip pernyertaan modal (musyarakah), 
prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau 
pembiayaan barang modal berdsarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), 
atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 
pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (Abdul Ghofur Anshori, 2008: 12). 
Pengertian prinsip syariah  dijumpai dalam pasal 1 angka 12 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu prinsip hukum 
Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah 
(Abdul Ghofur Anshori, 2008:13). 
Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme 
dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai 
kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi 
asetnya, dengan pola dan /atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat 
Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama yaitu interest-fee current 
and saving accounts dan investment accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS 
(Profit and Loss Sharing) antara bank dengan pihak investor, sedangkan pada sisi 
aset, yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang 
bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti mudharabah, 





Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan 
pendanaan. Pada sisi pengimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada: 
a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan 
khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; 
b. Deposito spesial (special investment), di mana dana yang dititipkan nasabah 
khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. 
(Syafi’i Antonio, 2010:93) 
Special investment dalam perbankan syariah secara sederhana dapat di 
jelaskan sebagai berikut; nasabah investor memberikan pembiayaan berupa uang 
kepada bank untuk sebuah usaha dan bank wajib membayar angsuran pokok atas 
pinjaman dana, di tambah dengan bagi-hasil sesuai dengan keuntungan hasil usaha 
yang dibiayai. Lalu bank dapat menggunakan dananya sesuai dengan yang 
dikehendaki oleh nasabah investor dengan arti dapat memilih bidang usaha yang 
akan di geluti oleh pihak bank. Jumlah keuntungan yang dibagikan berupa 
persentase yang sama-sama disepakati kedua belah pihak. Jenis usaha, Persentase 
keuntungan, modal dan jumlah dana harus diketahui masing-masing pihak pada 
saat akad. 
Salah satu bank yang menawarkan produk investasi syariah adalah Bank 
Mandiri Syariah. Salah satu produk investasi yang di tawarkan Bank Mandiri 
Syariah adalah produk Investasi Terikat Syariah Mandiri.  Investasi Terikat 
Syariah Mandiri adalah fasilitas investasi yang diberikan kepada nasabah 
perorangan maupun perusahaan  untuk di golangkan kembali dalam bentuk akad 





Investasi Terikat Syariah Mandiri adalah suatu produk dengan karakteristik 
sebagai berikut: 
a. Investor (shahib al-maal), menginvestasikan dananya kepada Bank  
disertai dengan pernyataan bahwa; investasi tersebut dijaminkan  
kepada Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada 
Pelaksana Usaha tertentu.  
b. Atas investasi tersebut, Investor memperoleh return dari 
pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha 
tertentu tersebut. 
c. Investasi Terikat Syariah Mandiri dibukukan secara on balance 
sheet di sisi liabilities Bank. Sedangkan Penyaluran Investasi 
Terikat Syariah Mandiri kepada Pelaksana Usaha tertentu 
dibukukan secara on balance sheet di sisi asset Bank. 
d. Risiko pembiayaan tetap ada pada Bank, namun risiko ini 
dimitigasi dengan adanya jaminan berupa Investasi Terikat Syariah 
Mandiri. 
e. Penyajian Investasi Terikat Syariah Mandiri dalam neraca Bank, 
dilakukan sebagai berikut: 
1). Dana milik Investor pada pos Kewajiban Dana Investasi. 






Bagi hasil dalam konsep mudharabah didasarkan pada besarnya keuntungan 
yang didapatkan dari usaha yang dijalankan dibagi menurut kesepakatan yang 
dituangkan dalam kontrak (Muhamad Syafi’i Antonio, 2010:95). Berdasarkan hal 
tersebut, besaran nominal keuntungannya tidak mungkin bisa ditentukan dari awal 
akad sebelum usaha tersebut dijalani. Karena untuk mengetahi keuntungan yang 
didapatkan, usahanya harus dijalankan terlebih dahulu. Berikut ilustrasi 
perhitungan  bagi hasil pada produk Investasi Terikat Syariah Mandiri di Bank 
Syariah Mandiri. 
Bapak Soleh memberikan biaya investasi kepada bank sebesar Rp. 
100.000.000,- dengan kesepakatan keuntungan yang didapat adalah sebesar 10% 
untuk nasabah dan 10% untuk bank yang kemudian dihubungkan dengan 
ekspektasi keuntungan usaha sebesar 35% dari besar investasi. Dari sini pada awal 
akad sudah dapat diketahui bahwa besar keuntungan usaha yang ditentukan pada 
akad ini adalah Rp. 35. 000.000,- . Itu berarti nasabah dan bank sudah dipastikan 
untuk mendapatkan bagi hasil usaha masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- . 
Akan tetapi pada di kontrak akad tercantum bagi hasil dalam bentuk persentase 
dan bukan dalam bentuk nominal. 
 Berdasarkan ketentuan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 Tentang 
Pembiayaan Mudharabah, untuk penentuan bagi hasilnya adalah berupa 
persentase dari keuntungan yang diperoleh.  Jadi jumlah nominalnyapun juga akan 
berbeda beda setiap bulannya sesuai dengan jumlah keuntungan yang didapat dan 
dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan persentase yang disepakati pada 





jumlah keuntungan yang diperoleh setiap periodenya, karena keuntungan tidak 
bisa secara pasti ditentukan pada awal akad.  
Berdasarkan pembahasan di atas, pada prakteknya perhitungan bagi hasil 
produk Investasi Terikat Syariah Mandiri di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Pembantu Rancaekek  terdapat ekspektasi bagi hasil yang tidak terhubung dengan 
keuntungan usaha dari pihak ketiga, melainkan perhitungan nisbah sejak awal 
telah diketahui dengan persentase yang mengacu pada besar investasi, dengan 
begitu cara perhitungan persentase nisbah bagi hasilnya berdasarkan jumlah 
investasi yang diberikan oleh investor. Sedangkan dalam Fatwa ataupun teori 
mudharabah cara perhitungan persentase nisbah bagi hasil didasarkan pada hasil 
keuntungan usaha yang dijalankan. 
Berdasarkan penjalasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mengambil judul “Pelaksanaan Akad Mudharabah pada 
Produk Investasi Terikat Syariah Mandiri di Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Pembantu Rancaekek”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, menunjukkan 
bahwa praktek bagi hasil pada produk Investasi Terikat Syariah Mandiri di Bank 
Syariah Mandiri Kantor  Cabang Pembantu Rancaekek persentasenya didasarkan 
pada besar investasi, bukan pada keuntungan atas usaha yang dijalani dan jumlah 
bagi hasil yang harus dibayar nasabah pembiayaan ditentukan sejak awal akad, hal 





Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diajukan pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan akad mudharabah pada produk Investasi 
Terikat Syariah Mandiri di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 
Rancaekek? 
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ketentuan 
pelaksanaan bagi hasil akad mudharabah pada Investasi Terikat Syariah 
Mandiri di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek?  
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini tidak terlepas dan sesuai dengan permasalah yang 
ditemukan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan akad mudharabah pada produk 
Investasi Terikat Syariah Mandiri di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Pembantu Rancaekek. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ketentuan 
pelaksanaan bagi hasil akad mudharabah pada produk Investasi Terikat 
Syariah Mandiri di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 
Rancaekek. 
D. Kerangka Pemikiran 





Studi ini bukanlah studi yang baru. Penulis menemukan beberapa skripsi 
terdahulu yang melakukan peneletian dan membahas tentang akad mudharabah. 
Dua diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Dani Nurhikmat, Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam 
Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, jurusan 
Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung tahun 2013. Pada penelitiannya Dani Nurhikmat membahas 
mengenai akad mudharabah pada DPLK Muamalat dimana nasabah pada 
produk ini berposisi sebagai shahibul al-maal. Akad pada produk DPLK 
Muamalat ini tidak mencantumkan porsi nisbah bagi hasil secara jelas 
dalam akad sehingga nasabah tidak mengetahui porsi yang akan dia dapat 
dari keuntungan usaha yang dijalankan oleh bank. Dengan ini pelaksanaan 
DPLK Muamalat tersebut telah melanggar ketentuan Fatwa DSN no. 
15/DSN-MUI/IX/2000. 
b. Pitriani, Penetapan Bagi Hadil Akad Mudharabah pada Produk 
Pembiayaan Modal Kerja di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang 
Citarum Bandung, jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2014. Penelitiannya menyebutkan, 
pelaksanaan bagi hasil akad mudharabah pada produk Pembiayaan Modal 
Kerja di Bank BRI Syariah Cabang Bandung mengarah kepada aturan 
internal bank BRI Syariah yang belum sepenuhnya terpenuhi syarat-syaratt 
dalam akad mudharabah yang bagi hasilnya ditentukan dari besarya plafon 





sedangkanmenurut Fatwa DSN no. 7 Tahun 2000 disebutkan bahwa “bagian 
keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan 
pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) 
dari keuntungan sesuai kesepkatan, perubahan nisbah harus berdasarkan 
kesepakatan.” 
2. Kerangka Berpikir 
Perkembangan lembaga-lembaga keungan syariah di Indonesia sangat pesat 
khususnya perbankan syariah, hal itu ditujukan untuk memenuihi kegiatan 
perekonomian masyarakat agar susuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal itu 
ditujukan untuk memenuhi kegiatan perekonomian masyarakat agar sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah. 
Berkenaan dengan itu, Islam telah memberikan pedoman tentang kegiatan 
ekonomi berupa asas-asas muamalah. Asas berasal dari bahasa arab, asasun. 
Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang 
dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar 
(Mohammad Daud Ali, 2012; 126). Adapun asas-asas muamalah sebagai berikut 
(juhaya S. Praja, 2004:113-114): 
1. Asas tabad al-manafi’, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah 
harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak 
yang terlibat. 
2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang 





segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di 
antara masyarakat, baik kaya maupun misikin. 
3. Asas ‘an taradin atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari 
asas pemerataan di atas. 
4. Asas adam al-gharar, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak 
boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu 
pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan 
hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalm melakukan transaksi atau 
perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas ‘an taradin. 
5. Asas al-birr wa al-taqwa, asas ini menenkankan bentuk muamalah yang 
termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk 
muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling 
menolong antar sesama manusia untuk al’birr wa al-taqwa, yakni kebajikan 
dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. 
6. Asas musyarakah, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah 
ialah musyarakah, yakni kerjasama antara pihak yang saling 
menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keselurahan 
masyarakat manusia. 
Dikemukakan juga oleh Yadi Janwari (2005:13) bahwa prinsip-prinsip 
dalam muamalah adalah sebagai berikut: 
1. Pada dasarnya muaalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 
mengharamkannya. 





3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolah 
mudarat. 
4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaaliman dan unsur 
lainnya yang diharamkan berdasarkan syara’. 
Investasi merupakan salah satu transaksi yang banyak digunakan oleh 
masyarakat dengan bank syariah. Investasi pada bank syariah salah satunya adalah 
dengan akad mudharabah mutlaqah. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah 
akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan 
hartanya kepada pihak lain untuk dipergadangkan dengan bagian yang telah 
ditetntukan dari keuntungan, seperti setengan atau sepertiga dengan syarat-syarat 
yang telah ditentukan (Hendi Suhendi, 2013:136). 
Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 
pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai 
pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 
yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik 
modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (Muhammad 
Syafi’i Antonio, 2010:95). 
Mudharabah dalam investasi di bank syariah adalah dimana nasabah 
investor menyerahkan dana untuk pembiayaan modal investasi atau modal kerja 
secara penuh (trusty financing), sedangkan bank menyediakan proyek atau usaha 
lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian dibagikan atau 





keuntungan dan kerugian dibagikan atau ditanggung bersama antara bank dan 
nasabah dengan kesepakatan bersama (A. Jajuli dan Yadi Janwari, 2002:73) 
Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 
pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang 
lainnya menjadi pengelola (mudharib). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, 
bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah 
yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam 
mengelola dananya tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian 
yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi malah 
miss management (salah arus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian 
tersebut (Adiwarman A. Karim, 2007:304) 
Mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah muthlaq, yakni 
mudharabah yang tidak terikat kepada syarat-syarat ketentuan seputar materi 
usaha, dan mudharabah muqayyad, yakni mudharabah yang terikat kepada 
syarat-syarat materi usaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian 
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugigan itu bukan akibat kelalaian 
pengelola (Rifki Muhammad, 2008:275) 
Adapun yang menjadi landasan syariah mudharabah secara umum seperti 
yang tercantum dalam firman Allah Quran Surat. Al-Muzammil [73] ayat 20: 
 َنيِذَّلا َنِم ٌةَفِئاَطَو َُهُثُلثَو ُهَفْصِنَو ِلْيَّللا َِيُثُلث ْنِم َٰىنَْدأ ُمُوَقت َكََّنأ ُمَلَْعي َكَّبَر َّنِإ





 ْلا َنِم َرَّسََيت ِيف َنُوبِرْضَي َنوُرَخآَو ۙ ٰىَضْرَم ْمُكْنِم ُنوُكَيَس َْنأ َمِلَع ۚ ِنآُْرق
 اَم اوُءَرْقاَف ۖ ِ َّللَّا ِليِبَس ِيف َنُولِتاَُقي َنوُرَخآَو ۙ ِ َّللَّا ِلْضَف ْنِم َنُوَغتْبَي ِضَْرْلْا
 ُضِرَْقأَو َةاَك َّزلا اُوتآَو َةَلَ َّصلا اوُمِيَقأَو ۚ ُهْنِم َرَّسََيت اَمَو ۚ ًانَسَح اًضَْرق َ َّللَّا او
 اوُرِفَْغتْساَو ۚ اًرَْجأ َمَظَْعأَو اًرْيَخ َوُه ِ َّللَّا َدْنِع ُهُودَِجت ٍرْيَخ ْنِم ْمُكُِسفَْنِلْ اوُم ِ دَُقت
 ٌميِحَر ٌرُوفَغ َ َّللَّا َّنِإ ۖ َ َّللَّا 
Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwanya kamu berdiri (sembahyang) 
kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan 
(demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan 
Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu 
sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia 
memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu 
orangorang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 
sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan 
Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan 
dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kapada 
Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk 
dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan 
yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan 
kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 
(Soenarjo dkk, 1971:998) 
Adapun Hadits nabi yang menerangkan tentang mudharabah sebagai berikut: 
 َلاَق صلى الله عليه وسلم َِّيبَّنَلا ََّنأ هنع الله يضر ٍبْيَهُص ْنَع ( : ُةَكََربَْلا َّنِهِيف ٌثََلَث : ُعْيَبَْلا
 ِتْيَبْلِل ِريِعَّشلاِب  ُِربَْلا ُطْلَخَو ،ُةَضَراَقُمْلاَو ،ٍلََجأ َىلِإ , َْيبْلِل َلَ ِع  ) ُنْبِا ُهاَوَر
 ٍفيِعَض ٍداَنِْسإِب ْهَجاَم 
“Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual-beli 
bertempo, ber-qiradl (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi 
dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, 
bukan untuk dijual." Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah. “ (Ahmad 





Menurut Ulama Syafi’iyah rukun mudharabah ada enam, (Hendi Suhendi, 
2013:139), yaitu: 
1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 
2. Yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang. 
3. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. 
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal. 
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba. 
6. Bagi hasil. 
Syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah 
itu sendiri adalah sebagai berikut: 
1. Orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap hukum dan 
cakap diangkat sebagai wali karena pada satu posisi orang yang akan 
mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal (Nasrun Haroen, 
2007:178). 
2. Modal yang diserahkan harus berupa uang, jelas jumalahnya, tunai, dan 
diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Jika modal berbentuk 
barang, menurut ulama fiqh tidak diperbolehkan karena sulit untuk 
menentukan keuntungannya. (Nasrun Haroen, 2007:178). 
3. Keuntungan disyaratkan pembagiannya harus jelas dan bagian masing-
masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepergia, 
atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka akad itu 





bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiah, syarat 
seperti ini batal (Nasrun Haroen, 2007:178). Karena kemungkinan salah satu 
pihak tidak mendapatkan keuntungan dan pihak lainnya mendapatkan 
keuntungan oleh karenanya usaha tersebut bukan mudharabah (Wahbah Az-
Zuhaili, 2011:489). 
4. Melafazkan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini 
kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul 
dari pengelola. 
5. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola untuk 
berdagang di negara tertentu, sementara diwaktu lain tidak, karena 
persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad 
mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-
persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut 
pendapat Syafi’i dan Maliki, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, 
Mudharabah tersebut adalah sah (Hendi Suhendi, 2013:140). 
Didalam akad Mudharabah keuntungan yang akan menjadi milik pengelola 
dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, 
atau seperampatya (Hendi Suhendi, 2013:140). 
Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa bagian 
keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada 
waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari 





Pembagian keuntungan harus ditentukan dalam bentuk nisbah (misalnya; 
keuntungan untuk mudharib 50% dari keuntungan usaha dan 50% dari 
keuntungan usaha dan 50% untuk shahib al-mal) karena tujuan akad mudharabah 
adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka ketidakjelasan nisbah pembagian 
keuntungan akan mengakibatkan  fasadnya akad mudharabah (Jaih Mubarak, 
2013:37). 
Apabila dalam pembiayaan mudharabah disyaratkan oleh shahib al mal 
dalam hal ini bank syariah, bahwa shahib al mal berhak mendapatkan keuntungan 
dengan jumlah yang sudah dipastikan di awal akad, misalnya keuntungan yang 
diterima oleh shahib al mal adalah 10 juta perbulan, maka akad mudharabah 
menjadi tidak sah, dan mudharabah yang keuntungannya sudah ditentukan diawal 
akad, sehingga seperti kepastian yang terdapat dalam usaha yang menggunakan 
sistem bunga (Jaih Mubarok, 2013:46). 
Pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad mudharabah tergolong 
kedalam kontrak investasi (natural uncertainly contract) yang tergantung kepada 
kinerja sektor riil nya. Bila laba bisnisnya besar maka keduanya mendapat bagian 
yang besar, bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. 
Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk 
persentase bukan nominal. Tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak 
niasbah tersebut disebut sebagai nisbah keuntngan, bila bisnis rugi, kerugiannya 
harus dibagi berdasarkan porsi modal masing=masing pihak, bukan berdasrkan 





Berdasarkan pembahasan tersebut, pada dasarnya dalam pelaksanaan akad 
mudharabah ataupun dalam pelaksanaan investasi dengan akad mudharabah, 
nasabah investor berperan sebagai penyedia modal keseluruhan usaha bank dan 
bank sebagai pengelola modal usaha dengan kewajiban harus mengembalikan 
modal yang diberikan oleh nasabah investor dan bagis hasil yang telah disepakati. 
Serta bagi hasil yang ditetapkan berupa persentasi dari keuntungan yang 
didapatkan. 
E. Langkah-langkah Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah 
penelitian sebagai berikut: 
1. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif analitis. Menurut Yaya Sunarya dan Tedi Priatna (2007:103) metode 
deskriptif diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk 
mendeskripsikan permasalah secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta 
dan sifat-sifat objek tertentu. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan praktek 
bagi hasil pada produk Investasi Terikat Syariah Mandiri di Bank Syariah Mandiri 
di Kantor Cabang Pembantu Rancaekek yang persentasenya didasarkan pada 
plafon dari besar investasi, bukan pada keuntungan atas usaha yang dijalani dan 
jumlah bagi hasil yang harus dibayar nasabah pembiayaan ditentukan sejak awal 
akad. 





Teknik penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi langsung 
di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek yang terletak di 
Jalan Raya Rancaekek No. 28 Bandung dan wawancara pihak yang terkait dengan 
produk Investasi Terikat Syariah Mandiri. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data 
kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran 
(Cik Hasan Bisri, 2003:62). Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah 
yang di bahas tentang pelaksanaan akad mudharabah pada produk Investasi 
Terikat Syariah Mandiri di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 
Rancaekek. 
4. Sumber Data 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan 
permasalahan yang dibahas. Sumber data primber dalam penelitian ini 
diperoleh dari branch manager, service manager, teller, marketing 
financing, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek. 
b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang 
mengutip kepada sumber Primer, sumber data ini diperoleh dari dokumen-
dokumen, buku-buku yang ada. 





Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan 
cara: 
a. Wawancara, menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya dan Tedi 
Priatna (2007: 195) wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara tanya jawaban, baik secara langsung maupun 
tidak langsung dengan sumber data dan dilakukan tanpa perantara yaitu para 
karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek. 
b. Studi kepustakaan ini digunakan sebagai pelengkap primer untuk mencari 
data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan 
memperoleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip 
langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan 
judul penelitian ini atau dokumen serta media yang mendukung. 
6. Analisa Data 
Analisis data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. Mengelompokan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan maslaah 
dan tujuan penelitian. 
b. Menghubungkan data mengenai bagi hasill mudharabah dengan teori yang 
sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran. 





d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis mengenai pelaksanaan 
akad mudharabah pada produk Investasi Terikat Syariah Mandiri di Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek. 
 
